MENEMUKAN SEMANGAT PELAYANAN PUBLIK PRAKTEK TERBAIK DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PEGAWAI DI KANTOR BPKAD PROVINSI LAMPUNG



Oleh : 
Fajar Alfatkurohman Wahid ( 2266041002)



[image: ]




JURUSAN ILMU ADMNISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS LAMPUNG 
2023

2

DAFTAR ISI
Contents
BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Pelayanan Publik	7
2.2 Konsep Motivasi Pegawai	10
BAB III METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian	14
3.2 Fokus Penelitian	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	15
3.3 Lokasi Penelitian	16
3.4 Jenis Data	16
3.5 Teknik Analisis data	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi singkat objek penelitian	18
4.2 Hasil Penelitian	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26


BAB I
[bookmark: _Toc148479295]PENDAHULUAN

[bookmark: _Toc148479296]1.1 Latar Belakang
          Pelayanan publik yang berkualitas dan motivasi pegawai adalah dua faktor yang sangat penting dalam konteks administrasi negara yang efektif dan efisien. Kualitas pelayanan publik mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Sementara itu, motivasi pegawai adalah salah satu pendorong kunci di balik pengiriman pelayanan berkualitas.Pelayanan publik yang berkualitas memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek dalam administrasi negara. Kepuasan Masyarakat:Layanan publik yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Ini menciptakan kepercayaan dan citra positif terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Efisiensi Anggaran Pelayanan yang berkualitas seringkali berarti penggunaan sumber daya yang lebih efisien, menghindari pemborosan anggaran, dan memastikan bahwa dana publik digunakan sebaik-baiknya. Akuntabilitas dan Transparansi.  Pelayanan publik yang berkualitas biasanya lebih transparan dan akuntabel. Ini penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari tindakan korupsi. Kualitas Hidup Masyarakat yaitu Layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membantu mengurangi disparitas sosial, dan memperluas peluang.
            Motivasi merupakan fondasi dari penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.Pegawai yang termotivasi lebih cenderung memberikan kinerja yang lebih baik. Mereka akan berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam tugas-tugas mereka, Pegawai yang termotivasi juga lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan inovatif ,Mereka dapat membantu dalam perbaikan proses dan meningkatkan efisiensi organisasi. Motivasi pegawai juga berhubungan dengan peluang pengembangan karir. Ketika pegawai merasa didukung dandihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk mengembangkan keterampilan mereka. Motivasi pegawai juga berperan dalam mengurangi turnover pegawai. Ketika pegawai merasa puas dan termotivasi, mereka lebih cenderung untuk tinggal lama dalam organisasi, mengurangi biaya penggantian.
        Penelitian ini relevan untuk Kantor BPKAD Provinsi Lampung karena Kantor BPKAD adalah bagian integral dari pemerintahan Provinsi Lampung yang bertanggung jawab atas keuangan dan administrasi keuangan daerah. Pelayanan publik dan motivasi pegawai di kantor ini mempengaruhi integritas dan kinerja keuangan daerah. Dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, Kantor BPKAD perlu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang mendukung pelayanan yang efektif dan efisien diterapkan dengan baik.Motivasi pegawai di Kantor BPKAD adalah aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi dan penyediaan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan penelitian ini, Kantor BPKAD dapat meningkatkan pemahaman dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan motivasi pegawai.Dengan demikian, penelitian ini akan membantu Kantor BPKAD Provinsi Lampung untuk lebih baik memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapinya dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan motivasi pegawai. Penelitian ini juga sangat relevan dengan situasi khusus di Kantor BPKAD Provinsi Lampung. Provinsi Lampung, seperti banyak daerah di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk masalah kemiskinan yang perlu ditangani.
         Kemiskinan di Wilayah Pedesaan lampung memiliki banyak wilayah pedesaan yang mungkin lebih rentan terhadap masalah kemiskinan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penerapan praktik terbaik dalam meningkatkan motivasi pegawai dan pelayanan publik di Kantor BPKAD akan sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan tersebut. Salah satu masalah yang sering muncul dalam wilayah pedesaan adalah ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan publik. Masyarakat pedesaan sering kali menghadapi hambatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang berkualitas. Dalam konteks ini, Kantor BPKAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak untuk meningkatkan pelayanan di wilayah pedesaan yang sering kali memiliki kebutuhan yang lebih mendesak.
      Ketenagakerjaan dan Penghidupan Berkelanjutan di Wilayah pedesaan Lampung sering terkait dengan sektor pertanian dan penghidupan berbasis sumber daya alam. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan harus memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat pedesaan. Motivasi pegawai di Kantor BPKAD dapat memengaruhi keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan ini. Selain mengurangi kemiskinan, penting juga untuk mendorong kemandirian lokal di wilayah pedesaan. Ini mencakup pengembangan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Kinerja Kantor BPKAD dalam mendukung inisiatif ini akan sangat bergantung pada motivasi dan komitmen pegawai.                                 Dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kantor BPKAD, sebagai bagian dari pemerintah daerah, harus bekerja sama dengan unit-unit lainnya dalam upaya ini. Motivasi pegawai di Kantor BPKAD akan memengaruhi kemampuan mereka untuk berkolaborasi dan berkontribusi pada solusi yang efektif.
Dengan demikian, tantangan kemiskinan di wilayah pedesaan di Provinsi Lampung tidak hanya memerlukan solusi pemerintah yang tepat, tetapi juga membutuhkan pemberdayaan dan komitmen pegawai yang tinggi di Kantor BPKAD. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan motivasi pegawai dan pelayanan publik di kantor ini, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan Lampung.
Kantor BPKAD bertanggung jawab atas manajemen keuangan publik di Provinsi Lampung. Keberhasilan mereka dalam memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar kepada masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.Masyarakat Provinsi Lampung memiliki harapan tinggi terhadap pelayanan publik yang lebih baik dari pemerintah. Dalam konteks ini, penelitian tentang motivasi pegawai dan praktik terbaik dalam pelayanan publik akan membantu Kantor BPKAD mengidentifikasi cara-cara untuk lebih baik memenuhi harapan ini.  Sistem otonomi daerah di Indonesia memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada pemerintah provinsi dan daerah. Dalam hal ini, Kantor BPKAD memiliki peran kunci dalam menjalankan pemerintahan lokal yang efektif dan efisien. Motivasi pegawai dan pelayanan publik yang berkualitas di dalamnya adalah aset penting dalam menjalankan tugas ini. 
       Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi konsepual yang kuat, tetapi juga relevan secara praktis dengan situasi Provinsi Lampung. Ini memberikan peluang untuk memberikan rekomendasi yang konkrit dan berbasis bukti kepada Kantor BPKAD agar mereka dapat lebih baik memenuhi misi mereka dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.
[bookmark: _Toc148479297]1.2 Permasalahan penelitian
Pelayanan publik yang berkualitas dan motivasi pegawai adalah faktor penting dalam pemerintahan yang sukses, masih ada tantangan dan hambatan yang harus diatasi. Salah satu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kekurangan motivasi pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung. Tantangan ini mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Kekurangan motivasi pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menjadi permasalahan sentral yang perlu diteliti lebih mendalam.Beberapa aspek yan menjadi bagian dari permasalahan ini yaitu :
1. Kualitas Pelayanan Publik: Kekurangan motivasi pegawai dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Kantor BPKAD. Ketika pegawai kurang termotivasi, mereka mungkin cenderung kurang peduli terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan publik dan pengawasan aset daerah. Hal ini dapat mengakibatkan penyediaan layanan yang kurang optimal, termasuk pengelolaan keuangan yang kurang efektif.
2. Komitmen terhadap Tugas: Kekurangan motivasi juga dapat mengurangi komitmen pegawai terhadap tugas-tugas mereka. Pada gilirannya, ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat membuka potensi kerawanan terhadap penyimpangan atau pelanggaran etika dalam pelaksanaan tugas.
3. Rasa Kepemilikan terhadap Hasil Kinerja: Ketika pegawai tidak termotivasi, mereka mungkin tidak merasa memiliki hasil kerja mereka. Hal ini dapat menghambat inisiatif untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah serta perbaikan proses kerja. Rasa kepemilikan yang rendah terhadap hasil kinerja juga dapat berdampak pada kurangnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Dampak pada Efisiensi Anggaran: Kekurangan motivasi pegawai dapat berkontribusi pada pemborosan anggaran. Ketika pegawai kurang termotivasi, mereka mungkin tidak memiliki insentif untuk mencari cara-cara efisien dalam penggunaan dana publik. Ini dapat memengaruhi ketahanan keuangan daerah dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang optimal.
Oleh karena itu, permasalahan kekurangan motivasi pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung bukan hanya masalah internal organisasi tetapi juga memiliki implikasi yang luas pada efektivitas pemerintah daerah, kepercayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penelitian ini akan berusaha untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah ini serta solusi praktis untuk meningkatkan semangat pelayanan publik di antara pegawai Kantor BPKAD.
[bookmark: _Toc148479298]1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan praktik terbaik dalam meningkatkan motivasi pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung. Penelitian ini akan mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan semangat pelayanan publik di antara pegawai Kantor BPKAD, sehingga mereka dapat lebih baik memenuhi tugas mereka dalam mengelola keuangan publik dengan efektif dan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. 
[bookmark: _Toc148479299]1.4 Manfaat penelitian
1. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pegawai di Kantor BPKAD, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan manajemen. 
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mereka untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. 
3. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam konteks administrasi negara, menyumbang pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah dapat memotivasi pegawai publik mereka untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.


BAB II
[bookmark: _Toc148479300]TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc148479301]2.1 Konsep Pelayanan Publik
2.1.1. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai dan memberi keuntungan kepada pelanggan). Pendapat Lovelock dan Wright ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fritzsimmons (2011:4) dalam Mulyadi (2016:35), menurut Fritzsimmons Pelayanan adalah: “A Service is a time-perishable, intangible experience performed for a customer acting in the role  of co-producer.” ( Pelayanan bersifat tidak nyata dan tidak tahan lama. Pelayanan adalah yang diciptakan dan dugunakan secara atau hampir simultan oleh penyelenggara layanan. Karena pelanggan tidak dapat menyimpan jasa tersebut setelah dihasilkan tapi efeknya dapat terus oleh pelanggan).
Menurut Kotler dan Keller (2012: 358) dalam Mulyadi ( 2016: 36) ada empat karakteristik dari konsep pelayanan yaitu:
1. Intangibility atau tak berwujud, bahwa pelayanan tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, ataupun dicium sebelum dibeli atau dikonsumsi oleh pengguna.
2.  Inseparability atau tak terpisahkan, maksudnya bahwa kegiatan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari pemberi layanan, baik perorangan maupun organisasi serta perangkat mesin atau teknologi karena jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus.
3.  Variability atau bervariasi maksudnya bahwa pelayanan sangat beraneka ragam, tergantung siapa yang memberikan kapan dan dimana, serta kepada siapa pelayanan diberikan.
4. Perishability atau dapat dimusnahkan, bermakna bahwa pelayanan tidak bisa disimpan, sehingga pada dasarnya pelayanan dikonsumsi pada saat itu juga.
Menurut Mulyadi (2016:188) Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi  itu sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang telah ditetapkan. Pendapat Mulyadi ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sinambela dkk. (2008:5) dalam Mulyadi (2016: 39), menurut Sinambela dkk Pelayanan Publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Sinambela, Lonsdale sebagaimana dikutip Mulyadi (2016:189) mengartikan Pelayanan Publik adalah segala sesuatu yang disediakan pemerintah atau swasta karna umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Menurut undang-undang no.25 Tahun 2009 juga menyatakan hal yang kurang lebih sama dengan Lonsdale, bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Thoha dalam Mulyadi (2016:178) mengatakan bahwa pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu usaha oleh seorang atau kelompok orang, atau institusi tertentu untuk memberi kemudahan dan bantuan kepada masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah: suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan pelayanan berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Asas Pelayanan Publik
Dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 mengatakan bahwa Pelayanan Publik terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu:
1. Kelompok Pelayanan Administratif: yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik.
2. Kelompok Pelayanan Barang: yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Hal ini berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Negara selaku pelaku usaha, yang kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (misalnya penyediaan air minum atau air bersih, penyedian listrik, penyediaan telekomonikasi, dan lain-lain.
3. Kelompok Pelayanan Jasa: yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang dibuthkan oleh publik misalnya: pelayanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, penyelenggaraan post, dan lain-lain.
Menurut Ibrahim (2008: 20-28) dalam Mulyadi (2016: 194) asas-asas pelayanan publik, antara lain:
1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.
3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pelayanan publik yang diselenggaraan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka instansi atau lembaga pemerintahan atau pemerintah yang bersangkutan berkewajiban berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan Ibrahim dalam Kepmenpan No 63 Tahun 2003 menjelaskan asas-asas Pelayanan Publik sebagai berikut:
a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah mengerti.
b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
[bookmark: _Toc148479302]2.2 Konsep Motivasi Pegawai
2.2.1. Pengertian Motivasi Pegawai
Sondang P. Siagian (2008:138) menyatakan motivasi dapat dijadikan sebagai pendorong untuk memaksa seorang anggota organisasi agar siap dan mau mengerahkan kapasitasnya untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan, tenaga, dan waktu untuk melaksanakan berbagai tugas. yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan memenuhi kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Malayu (2005), di sisi lain, mendefinisikan motivasi kerja sebagai dorongan untuk menggerakkan kekuatan dan potensi seseorang untuk bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dorongan ini mungkin datang dari dalam atau dari luar. Wawan Purwanto (2006:72) menyebutkan tiga komponen pokok motivasi, yaitu: 
a) Menggerakkan. Artinya motivasi yang timbul dalam diri mampu menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, 
b) Mengarahkan tingkah laku. Artinya dengan adanya motivasi, maka ada sebuah tujuan yang ingin dicapai dan akan mengarahkan cara bersikap seseorang.
c) Adanya dorongan dari lingkungan sebagai penopang dari dorongan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Penjelasan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa motivasi adalah kebutuhan internal untuk bertindak yang mengarahkan sikap seseorang terhadap tugas atau perilaku. Tingkat motivasi seseorang mungkin berfluktuasi pada waktu yang berbeda. Hal ini bergantung pada seberapa kuat lingkungan mendorong dorongan dalam dirinya untuk terus melakukan apa yang dia lakukan, seberapa kuat tindakan yang dia ambil untuk menggapai sasaran sesuai, dan seberapa kuat dorongan dalam dirinya untuk mencapai sesuatu. Beberapa interpretasi profesional dari gagasan motivasi kerja semuanya setuju bahwa itu adalah kekuatan yang memotivasi seorang pekerja untuk mau mengembangkan kemampuannya di tempat kerja dan menjalankan tugas yang dituntut darinya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan untuk memenuhi sasaran yang diinginkan. sasaran yang ditetapkan pemerintah. organisasi.

2.2.2. Teori Motivasi Kerja
Secara umum, teori-teori motivasi berikut ini ditemukan dalam beberapa disiplin ilmu :
a) Teori Dua Faktor Herzberg
Teori dua faktor Herzberg, yang telah diterima secara luas di bidang manajemen dan memiliki pengaruh pada desain kerja, dikenal oleh beberapa ahli sebagai hipotesis motivation-higienis (Stone, 2011:427). Teori Herzberg membagi unsur menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 
1) Faktor motivasi, atau hal-hal yang menginspirasi seseorang untuk berhasil dan berasal dari dalam dirinya. Pekerjaan, menerima pujian dari orang lain atas pencapaiannya, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan merasa dibutuhkan oleh perusahaan adalah semua elemen motivasi. 
2) Faktor pemeliharaan, juga dikenal sebagai faktor kebersihan, adalah elemen ekstrinsik (berasal dari luar seseorang) yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Elemen-elemen ini termasuk kedudukan dan koneksi karyawan di dalam perusahaan, arahan yang diberikan oleh atasan, peraturan internal, sifat tugas, dan skema kompensasi saat ini. (Hackman, 1976)
b) Teori Keadilan (Equity Theory) 
Teori equity yakni teori yang diperkenalkan oleh Adams pada tahun 1963 yang berfokus pada bagaimana seseorang melihat seberapa adil seseorang diperlakukan berdasarkan apa yang telah dia berikan dan apa yang dia terima dibandingkan dengan orang lain dalam sebuah urusan yang sama (Adams, 1963:422). Teori Adams menjelaskan bahwa seorang pegawai ingin diperlakukan adil oleh atasannya. 
c) Teori Kebutuhan Berprestasi McCelland. 
McCelland merupakan seorang psikolog yang memelopori pemikiran tentang motivasi kerja dengan mengembangkan motivasi berbasis teori dan model dan banyak digunakan dalam menilai kinerja pegawai (Donni, 2016:207). McCelland memperkenalkan bahwa terdapat tiga jenis motivasi, yaitu: 
1) Kebutuhan berprestasi (N-Ach) Need for achievement yakni dorongan pekerja untuk sukses, yang mencerminkan tuntutan akan rasa tanggung jawab dan kebutuhan untuk menemukan solusi. Karyawan yang terdorong untuk sukses sering kali menikmati mengambil tugas baru untuk memperbaiki diri dan pekerjaan mereka, senang mengambil risiko yang diperhitungkan, dan mencari umpan balik yang konstan atas hasil mereka dalam bentuk pujian atau gaji/upah. 
2) Kebutuhan kekuasaan (N-Power) Need for power atau hasrat akan otoritas dan kemampuan untuk memberikan pengaruh atas orang lain tercermin dalam tuntutan karyawan akan kekuasaan. Tuntutan kekuasaan seorang pegawai bersumber dari kebutuhannya untuk dapat mengatur dan mempengaruhi orang lain agar orang lain bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa harus dipaksa. Orang yang mendambakan kekuasaan sering ingin memegang posisi tertentu, mengontrol dan mempengaruhi orang lain, menyukai persaingan, dan mencari prestise dan persetujuan dari rekan kerja dan atasan. 
d) Berkeinginan berafiliasai (Need-Affil) Need for affiliation yakni keinginan pekerja untuk menjadi bagian, berinteraksi dengan orang lain, berada di antara orang lain, dan menahan diri dari bertindak dengan cara yang dapat merugikan orang lain. Tuntutan akan hubungan antar karyawan berfungsi sebagai motivator untuk hubungan interpersonal yang akrab dan akrab. Seorang karyawan yang mencari koneksi akan berusaha untuk bertindak dengan cara yang menarik bagi orang lain untuk menjaga hubungannya dengan mereka. 
Ketiga teori yang menjelaskan motivasi tersebut dapat digabungkan untuk menjelaskan bagaimana motivasi kerja seseorang dapat berasal dari dalam dan luar dirinya (faktor intrinsik) (ekstrinsik). Karyawan didorong oleh tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia serta keinginan untuk maju, diperhatikan, dan berhasil. Meskipun datang dari luar karyawan, dorongan untuk mendapatkan uang, mengembangkan hubungan, meningkatkan status, dan mengambil lebih banyak tanggung jawab adalah naluri alami. Motivasi kerja tersebut di atas berfungsi sebagai katalis bagi karyawan untuk bekerja, tetapi mereka juga akan mengevaluasi kontribusi mereka kepada perusahaan sehubungan dengan apa yang dianggap sebagai keadilan di tempat kerja.


BAB III
[bookmark: _Toc148479303]METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc148479304]3.1 Jenis Penelitian 
Metode penelitian ini adalah sebuah urutan kerja agar penelitian yang kita teliti dapat berjalan dengan lancer baik,efektif serta sistematis sesuai apa yang diharapkan dalam melakukan sebuah penelitian disini peneliti merencakan terlebih dahulu pemilihan data apa yang diambil dan dari sumber apa setelah data didapat maka akan disaring manayang penting mana data yang tidak penting 
Desain penelitian yang digunakan disini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dan menganalisa setiap data-data yang ada atau didapatkan dengan cara mengumpulkan berdasarkan keadaan nyata yang ada di lapangan yang merujuk apa yang menurut peneliti kredibel Penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran secara langsung tentang Pelayanan Publik dalam meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenan dengan masalah Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Peneliti disini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat dengan memusatkan perhatian pada masalah,dan dapat memahami dalam menggali informasi dari narasumber dengan cara wawancara kepada aparatur yang bersangkutan, lalu peneliti berusaha mendeskripsikan tentang Pelayanan Publik dalam meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung dan peneliti juga mengumpulkkan data-data dari hasil observasi yang peneliti lihat langsung dilapangan dan pengumpulan data-data tersebut.
[bookmark: _Toc148479305]3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian disini bertujuan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada aspek permasalahan pelayanan yang terjadi pada masyarakat Provinsi Lampung terutama pada Pelayanan Publik dalam di Kantor BPKAD Provinsi Lampung diikuti dengan aspek yang telah tertuang dalam rumusan masalah pada penulisan penelitian ini yaitu Bagaimana strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan semangat pelayanan publik di antara pegawai Kantor BPKAD?
[bookmark: _Toc148479306]3.3 Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2014:224) menegaskan bahwa prosedur pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian. Tanpa pemahaman tentang metode pengumpulan data, penelitian tidak akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan standar data yang ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data primer digunakan dan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi lebih sering digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data. 
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpul data sebagai berikut:
1. Observasi 
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014: 226), semua pengetahuan diperoleh melalui pengamatan. Hanya data, atau fakta aktual tentang dunia nyata yang ditemukan melalui pengamatan, yang dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk mengambil keputusan. Dalam Sugiyono (2014: 226), Sanafiah Faisal membagi observasi menjadi kategori partisipan, terbuka dan terselubung, dan tidak terstruktur. Penulis menggunakan teknik observasi partisipatif pasif dan aktif untuk menguji Pelayanan Publik dalam meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung.
2. Wawancara
Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi secara lisan dari seseorang serta apa yang mereka ketahui. Untuk memperoleh data dan informasi yang menyeluruh dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang mengetahui secara lengkap tentang topik yang diteliti, seperti pegawai se-lingkungan Kantor BPKAD Provinsi Lampung Notebook, kamera, Handphone, dan perangkat lain digunakan untuk merekam data wawancara.
3. Studi Dokumentasi
Data dari catatan organisasi dan peraturan pemerintah dikumpulkan sebagai bagian dari teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Catatan masa lalu dapat ditemukan dalam dokumen. Dokumen dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya kolosal yang dibuat oleh seorang individu.  
[bookmark: _Toc148479307]3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat atau area dimana penelitian dilakukan. Pemilihanlokasi penelitian sangat penting dalam penelitian karena lokasi dapat memengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian. Edward Soja (1989): Geografer Edward Soja mengembangkan konsep "spatial justice" (keadilan spasial) yang menekankan pentingnya lokasi dalam masalah keadilan sosial teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan biaya dan praktis seperti waktu, dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian memperoleh data, penelitian ini dilakukan pada para konsumen Pelayanan Publik di Kantor BPKAD Provinsi Lampung.
[bookmark: _Toc148479308]3.4 Jenis Data
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada dua macam yaitu : 
a) Data primer Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian 
b) Data sekunder Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitianyaitu Dapat berupa dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran artikel online dan keterangan lainnya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.
[bookmark: _Toc148479309]3.5 Teknik Analisis data
Teknik analisis data adalah langkah dalam proses mencari jalan dan menata atau mengelola hasil dari pengumpulan data yang telah didapatkan baik dari wawancar,surveydan kegiatan catat mencatat di lapangan, sehingga mudah dan dapat dipahami dantemuannya bisa di informasikan pada orang lain. Analisis data dilakukan dengan tehnik mengorganisasikan data lalu menjabarkannya Kedalam dasar penelitian dibuat lalu masuk kepada pola ,memilih mana yang penting dan dipelajari untuk dibuat kesimpulan akhir. Langkah-langkah dalam melaksanakan analisisdata kualitatif disini adalah sebagai berikut : 
a) Reduksi data 
Reduksi data disini berarti merangkum, memilih hal – hal apa yang menjadi pokok terhadap fokus penelitian untuk dicari tema dan polanya,data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 
b) Penyajian data 
Menurut ahli bernama miles dan huberman mengemukakan bahwa penyajian data yang baik dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif juga dapat menggunakan grafik ,matrik ataupun tabel,perlu diingat bahwa setiap penelitian kualitatif memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, sehingga penyajian data akan sangat bergantung pada kebutuhan dan konteks penelitian tertentu. 
c) Penarikan kesimpulan
Disini dimana kesimpulan awal yang bersifat sementara akan berubah berdasarkan data data yang telah diporelah dan tidak akan berubah jika terdapat data-data berupa fakta kuat dilapangan tentang tepisan terhadap penelitian ini, tetapi jika data yang didapat dari lapangan terbukti valid dan konsisten saat penelitian kembali dilakukan maka kesimpulan yang dibuat adalah kesimpulan yang valid 
d) Keabsahan data 
Keabsahan disini mengartikan data yang digunakan dalam penelitian adalahderajat keperacayaan (credibility) dengan menggunakan tehnik triangulasi untukmenjaga tidak terjadinya kebiasan dari data permasalahan yang diperoleh dalam penelitian ini. 


BAB IV
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[bookmark: _Toc148479311]4.1 Deskripsi singkat objek penelitian 
4.1.1 Gambaran umum Kantor BPKAD Provinsi Lampung
Provinsi Lampung bentuk pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Lampung tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung, Bahwa Biro Keuangan adalah salah satu Biro yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung,
Secara umum tugas dan fungsinya tidak berbeda yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan  peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Merupakan kelanjutan tugas dan wewenang Badan Keuangan Provinsi Lampung, secara umum tugas dan fungsinya tidak berbeda yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi  berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, merupakan kelanjutan tugas dan wewenang Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Secara umum tugas dan fungsinya tidak berbeda yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.
4.1.2 Visi dan Misi
Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Dan Wakil Kepala Daerah yang selaras dengan BPKAD Kabupaten Lampung Tengah adalah Misi Ke-6 Yaitu, “Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Perlu Rakyat.” tersebut sangat bergantung pada faktor pendorong dan penghambat pelayanan OPD
4.1.2.1 Visi
"Terwujudnya Lampung Tengah yang aman, maju, sejahtera, dan berkeadilan."
4.1.2.2 Misi
1. Meningkatnya keamanan ketertiban dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi keadilan dan keberagaman budaya.
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis mengembangkan wilayah yang terpadu.
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis mengembangkan wilayah yang terpadu.
4. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
6. Mengelola fungsi sumber daya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
7. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat.

[bookmark: _Toc148479312]4.2 Hasil Penelitian
4.1.3 Sistem Pelayanan Publik di Kantor BPKAD Provinsi Lampung
Sistem pelayanan publik di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung harus didesain dan diimplementasikan dengan baik untuk memastikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa komponen penting dari sistem pelayanan publik di kantor tersebut:
1. Penetapan Standar Pelayanan
Menetapkan standar pelayanan yang jelas, termasuk waktu respons, prosedur pelayanan, dan kualitas layanan yang diharapkan.
2. Pendaftaran dan Penerimaan Pengaduan
Membuka saluran yang mudah diakses untuk masyarakat yang ingin mengajukan keluhan atau permintaan layanan. Ini dapat melibatkan penggunaan website resmi, nomor telepon, atau layanan pengaduan online.
3. Pengelolaan Antrian
Menerapkan sistem pengelolaan antrian untuk mengurangi waktu tunggu masyarakat. Ini dapat melibatkan teknologi yang memungkinkan penjadwalan janji atau antrean online.
4. Sistem Informasi Pelayanan
Menyediakan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang proses pelayanan, status permintaan, dan dokumen terkait secara online.



5. Transparansi Anggaran
Memastikan bahwa informasi anggaran publik dan pengelolaan aset daerah tersedia untuk masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan keuangan, dokumen anggaran, dan dokumen perencanaan.
6. Pelatihan Pegawai
Memberikan pelatihan kepada pegawai dalam hal komunikasi yang efektif, pengetahuan teknis, dan etika dalam memberikan pelayanan publik.
7. Pengukuran Kinerja
Menggunakan metrik dan indikator kinerja untuk mengukur kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Ini termasuk survei kepuasan pelanggan, waktu pemrosesan permintaan, dan tingkat keluhan yang diselesaikan.
8. Komitmen terhadap Integritas
Memastikan bahwa pegawai di BPKAD Provinsi Lampung menjaga tingkat integritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik. Langkah-langkah anti-korupsi harus diterapkan.
9. Pemberian Penghargaan
Mendorong motivasi kerja pegawai dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik.
10. Evaluasi dan Perbaikan Terus-menerus
Melakukan evaluasi reguler terhadap sistem pelayanan publik dan menerima umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan yang berkelanjutan.
11. Kolaborasi dengan Instansi Terkait
Berkerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperbaiki pelayanan publik dan menciptakan sinergi dalam peningkatan efisiensi.
12. Penggunaan Teknologi
Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, termasuk otomatisasi proses dan layanan daring.
Sistem pelayanan publik yang kuat akan membantu Kantor BPKAD Provinsi Lampung memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
4.1.4 Pelayanan Pelayanan Publik dalam meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung
Pelayanan publik yang baik di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung dapat berperan penting dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai. Motivasi kerja pegawai adalah faktor kunci dalam produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. Berikut beberapa cara pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai di kantor BPKAD Provinsi Lampung.
Berikut adalah beberapa praktek terbaik dalam meningkatkan motivasi pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung:
1. Memberikan insentif yang sesuai
Memberikan insentif yang sesuai dengan kinerja pegawai dapat meningkatkan motivasi mereka. Insentif tersebut dapat berupa bonus, kenaikan gaji, atau penghargaan lainnya.
2. Memberikan pelatihan dan pengembangan
Memberikan pelatihan dan pengembangan dapat membantu pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
3. Membuat lingkungan kerja yang kondusif
Membuat lingkungan kerja yang kondusif dapat membantu meningkatkan motivasi pegawai. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana kerja yang positif, memberikan dukungan dan pengakuan atas kinerja yang baik, serta memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan transparan.
4. Memberikan otonomi dan tanggung jawab
Memberikan otonomi dan tanggung jawab pada pegawai dapat meningkatkan motivasi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam tugas-tugas mereka.


5. Membuat rencana karir yang jelas
Membuat rencana karir yang jelas dapat membantu pegawai untuk merencanakan masa depan mereka di Kantor BPKAD Provinsi Lampung. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik dan mencapai tujuan karir mereka.
6. Meningkatkan partisipasi pegawa
Meningkatkan partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis dapat meningkatkan motivasi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dan forum diskusi untuk memfasilitasi partisipasi pegawai.
7. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi
Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara pegawai dapat meningkatkan motivasi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi pertukaran informasi dan ide-ide, serta mempromosikan kerja tim dan kolaborasi antar unit kerja.


BAB V
[bookmark: _Toc148479313]KESIMPULAN DAN SARAN
[bookmark: _Toc148479314]5.1 Kesimpulan
Pelayanan publik yang efektif dan berkualitas adalah elemen kunci dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai di Kantor BPKAD Provinsi Lampung. Dengan mendesain sistem pelayanan yang baik dan memastikan bahwa standar pelayanan dipegang teguh, Kantor BPKAD dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi pegawai untuk memberikan yang terbaik. Melalui pelatihan, komunikasi, pengukuran kinerja yang objektif, dan pemberian penghargaan, pegawai dapat merasa diakui dan terdorong untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, transparansi, budaya organisasi yang positif, dan kolaborasi dengan instansi terkait akan berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Dengan penerapan strategi-strategi ini, Kantor BPKAD Provinsi Lampung dapat mencapai pelayanan publik yang lebih baik, memotivasi pegawai untuk mencapai keunggulan dalam pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kesimpulannya, pelayanan publik yang kuat adalah landasan yang mendukung motivasi kerja pegawai dan keberhasilan Kantor BPKAD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
[bookmark: _Toc148479315]5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas saran yang saya dapat berikan adalah sebagai berikut : 
a) Setelah adanya kinerja baik dari Kantor BPKAD Provinsi Lampung dalam melayani masyarakat terhadap pelayanan ada baiknya diberikan sebuah apresiasi pegawai yang berprestasi melalui sistem penghargaan dan pengakuan yang mencakup penghargaan formal, pengakuan publik, atau bonus kinerja 
b) Berikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuat serta Sediakan mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan masyarakat dan pegawai. Ini akan membantu mengatasi konflik dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
c) Pastikan bahwa pegawai memiliki akses ke sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang optimal, termasuk teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan dan Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem pelayanan dan minta umpan balik dari masyarakat dan pegawai. Gunakan hasil evaluasi ini untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
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